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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

 Dari hasil penelitian serta kajian yang sudah dijelaskandi atas. Oleh karena itu, 

pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban 

singkat dan akurat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan 

saran adalah saran atau masukan terhadap kesimpulan yang belum optimal 

6.1 Kesimpulan  

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga penulis membuat 

kesimpulan, yakni: 

1. Tahap perencanaan dimulai dengan dengan pembentukan rencana 

pembangunan jangka menengah desa (RJPMDes), selanjutnya dibuat 

RKPDes dimulai dengan adanya musyawarah dusun (musdus) pada setiap 

dusun yand ada di Desa Sarasedu 1, yang kemudian dilanjutkan dengan 

musyawarah desa. Setelah semua usulan dikumpulkan maka akan dibuat 

daftar usulan RKPDes yang nantinya akan dibahas kembali di 

musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan di Kecamatan 

Golewa sehingga akan diusulkan ke  Tingkat Kabupaten Ngada. Hal 

tersebut menunjuhkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan 

infrastruktur sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No.20 

Tahun 2018. 

2. Pada tahapan pelaksanaan, dimana pada tahapan ini memang terdapat 

beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa yaitu pemerintah 

Desa Sarasedu 1 mengalami keterlamabatan pada pencairan dana sehingga 
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mengakibatkan kegiatan pembangunan yang sudah dirancangkan 

pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan 

selain itu juga ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

penerima bantuan yang tidak memanfaatkan bantuan dari pemerintah desa 

sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah desa cuma-cuma. Hal 

tersebut menunjukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Mentri Dalam 

Negri No 20 Tahun 2018 

3. Tahap penatausahaan, pada tahapan penaatusahaan ini semua dokumen 

yang digunakan dalam penerimaan maupun pengeluaran antara lain buku 

kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak,dan buku bank. 

Hal ini menunjukan bahwa dalam penatausahaan ini sudah sesuai dengan 

Peraturan Mentri Dalam Negri No. 20 Tahun 2018 sudah sesuai. 

4. Tahapan pelaporan, dimana pada tahapan pelaopran ini mengalami 

kendala yaitu keterlamabatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan 

hal ini terjadi dikarenakan laporan tahun sebelumnya belum dilaporkan 

atau ada kegiatan yang belum habis alasan dari keterlamabatan laporan ini 

disebabkan karena kurangnya sumber daya manusi. Tentu saja hal tersebut 

tidak sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No.18 Tahun 2018. 

5. Pada tahapan pertanggungjawaban, pada tahap ini Laporan 

pertanggungjawaban mengenai realisasi dana desa atas pelaksanaan 

pembangunan  yang dimuat dalam APBDes disampaikan oleh pemerintah 

desa Sarasedu 1 pada ahir tahun yang terdiri dari pendapatan, belanja, 

danpembiayaan pembangunan sebagai bentuk transparasi pemerintah desa 
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atas dana desa yang dikelolanya terdapat baliho pelaporan 

pertanggungjawaban APBDes. Pada tahapan ini pemerintah Desa sarasedu 

1 sudah terbuka dan transparan terhadap masyarakat Desa Sarasedu 1 hal 

tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No.20 tahun 

2018. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Peningkatan Infrastruktur di Desa Sarasedu 1 antara lain faktor pendukung 

dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi 

masyarakat dalam lahan diserahkan kepada pemerintah desa dengan sarana 

dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya 

kualitas SDM kader di Desa Sarasedu 1, dan rata-rata mengenyam 

pendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan 

tentang pengelolaan DD dan kondisi alam yang tidak dapat diperkirakan. 

Di mana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik pada akhirnya 

terhambat pelaksanaanya karena kondisi tak terduga, misalnya bencana 

alam, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi lingkungan sekitar yang 

berbeda yang membutuhkan anggaran lebih untuk melaksanakan kegiatan 

atau program pemerintah selain itu juga masyarakat juga harus ikut 

berpatisipasi dalam melestarikan pembangunan infrastruktur yang sudah 

ada.  

6.2 Saran 

         Setelah melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan dana desa 

pada bidang pembangunan infrastruktur  di Desa Sarasedu 1 maka peneliti 
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memberikan saran dan masukan untuk tetap selalu memaksimalkan kinerja 

pemerintah desa: 

1. Saran bagi pemerintah desa  

Dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan 

pertanggungjawaban perlu ditingkatkan lagi pengawasannya terutama 

dalam tahapan pelaksanaan dan pelaporan, dimana di tahapan 

pelaksanaan pemerintah Desa Sarasedu 1 harus membuat kebijakan yang 

dapat mengatasi permaslahan dan hambatan yang dihadapi saat 

pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Desa Sarasedu 1 sebagai pemegang 

tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapakan mampu 

mempertahankan atau meningkatkan kualiatas sumber daya manusi 

(SDM) agar kedepannya penyampaian laporan tidak terjadi lagi 

keterlambatan. 

2. Bagi Masyarakat Desa sarasedu 1 

Diharapkan masyarakat desa lebih aktif atau berpartisipasi dalam proses 

pelaksanaan pembangunan desa agar proses pelaksanaan tersebut dapat 

berjalan dengan baik dan masyarakat juga harus lebih terlibat dalam 

memelihara pembangunan infrastrktur yang ada. 

3. Disarankan agar perangkat desa, masyarakat dan semua pihak terkait 

bekerja sama Proses Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di 

Desa Sarasedu 1, Kecamatan  Golewa, Kabupaten  Ngada dalam tahap 

pelaksanaan diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mengatasi 
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permasalahaan yang ada dalam tahapan pelaksanaan sedangkan dalam 

tahap pelaporan pemerintah perangkat desa selaku tim pelakasanaan 

kegiatan diharapkan agar dalam menyampaikan penyampaian laporan 

tidak lagi mengalami keterlambatan serta meminimalkan faktor 

penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan 

dana desa. 
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